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ABSTRACT

Indonesia is disaster-prone countries. Then the disaster mitigation and adaptation, with insurance as
one available option, need to be considered. Insurance scheme can be applied as an alternative to allocate the
burden of disaster cost, not only to government and households but also to insurance companies. This study
examines the ability to pay of the householdsfor the insurance program in different provinces using the data
ofthe Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas]for theyear 2010. The result is there are some provinces with
high vulnerability index but low ability to payfor insurance expenses; and vice versa. Potential spending on
averagefor catastrophe insurance is at 2.8 percent i.e. the portion of household expenditures that potentially.
can be allocated to disaster premium insurance payments.

Keywords: disaster insurance, disaster insurance premiums, household expenses

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Maka mitigasi bencana dan adaptasi, dengan asuransi
sebagai salah satu pilihan yang tersedia, perlu dipertimbangkan. Skema asuransi dapat diterapkan sebagai
alternatif untuk menekan beban biaya bencana, tidak hanya untuk pemerintah dan rumah tangga tetapi
juga untuk perusahaan asuransi. Penelitian ini mengukur kemampuan membayar rumah tangga untuk
program asuransi di berbagai provinsi dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas) tahun 2010. Hasilnya adalah terdapat beberapa provinsi dengan indeks kerentanan tinggi tetapi
rumah tangganya memiliki kemampuan membayar biaya asuransi yang rendah; dan sebaliknya. Potensi
kemampuan bayar (pengeluaran) rata-rata asuransi bencana adalah sebesar 2,8 persen yang
mencerminkan secara potensial porsi pengeluaran rumah tangga yang dapat dialokasikan untuk
pembayaran premi asuransi bencana.

Kata Kunci : asuransi gempa, pengeluaran rumah tangga, premi asuransi bencana

JEL Classification : D10, H31, G28

I PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa yang menimbulkan kerugian dan korban, baik dalam bentuk materi
maupun nyawa. Bagi Indonesia, peristiwa bencana merupakan kejadian yang kerap terjadi. Hal ini
ditandai dengan adanya intensitas kejadian bencana yang cukup tinggi. Namun demikian Indonesia
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bukan merupakan satu-satunya negara di dunia yang rawan bencana. Terdapat beberapa negara di
kawasan Asia yang juga sering mengalami bencana. Negara-negara tersebut adalah Jepang, Bangladesh,
Sri Langka, India, Filipina dan Thailand. Sebagian besar negara rawan bencana di dunia memang terletak
di kawasan Asia, khususnya Asia Pasifik.

Perbedaannya hanya terletak pada jenis bencana dan dampaknya. Sebagai contoh, Jepang dikenal
sebagai negara yang kerapkali mengalami gempa. Sebab Jepang terletak di kawasan ring of fire Pasifik
yang membentuk cekungan mengelilingi Samudra Pasifik (Anneahira, 2011). Oleh karena posisi
geografis tersebut, Jepang termasuk wilayah yang rawan gempa. Lingkar api Pasifik membentuk
cekungan yang mengelilingi Samudra Pasifik yang kerapkali mengalami pergeseran lempengan bumi.
Pergeseran lempeng bumi tersebut yang mengakibatkan terjadinya gempa. Sebagai contoh gempa yang
terjadi pada Maret 2011, saat itu, Jepang mengalami gempa besar sekaligus menyebabkan tsunami
(www.detik.com, 14 Maret 2012). Total korban mencapai 13 ribu jiwa meninggal.

Negara lain yang juga memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi adalah Bangladesh. Bangladesh
dikenal sebagai negara yang rawan banijir. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayahnya berada
12 meter di bawah permukaan laut. Dengan mengabaikan faktor curah hujan yang besar, 50 persen
wilayah Bangladesh akan banijir jika permukaan laut naik hingga 1 meter. Pada tahun 1998, terjadi
peristiwa banjir terbesar dalam sejarah dunia modern, yaitu 75 persen wilayah Bangladesh terendam
air. Dampak dari banjir tersebut menimbulkan kerugian materi dan orang yang luar biasa sangat besar.

Negara di kawasan Asia Pasifik lainnya adalah Sri Lanka dan Thailand yang juga dikelompokkan
sebagai negara rawan bencana. Laporan yang dimuat dalam Wartanews.com menyebutkan bahwa kedua
negara tersebut merupakan negara dengan jenis bencana yang relatif sama dengan Bangladesh yang
juga kerap terjadi banjir. Sri Lanka sendiri mengalami banjir parah pada 2011 yang mengakibatkan satu
juta warga terlantar . Dari sumber yang sama, banjir mengakibatkan Sri Lanka menanggung kerugian
lebih dari US$500 juta: Banjir merupakan bencana yang menjadi peristiwa kerapkali ditemukan di
negara tersebut.

Meningkatnya ancaman bencana mendorong Pemerintah Indonesia pada tahun 2007
mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk mitigasi dan adaptasi bencana. Diterbitkannya Undang-
Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB) diharapkan mampu meningkatkan
upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu. Upaya ini merupakan
gerak bersama yang memberikan ruang bagi setiap komponen bangsa terlibat aktif dalam upaya
penanggulangan bencana. Pentingnya UU PB tersebut didasarkan pada fakta bahwa Indonesia terletak
pada pertemuan empat lempeng tektonik. Yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Benua Samudera
Hindia dan Samudera Pasifik dan termasuk wilayah volcanic arc (sabuk vulkanik). Keempat lempeng
tersebut terus mengalami pergeseran dan pergerakan yang berpotensi menciptakan gempa. Dalam
kondisi demikian maka Indonesia senantiasa berhadapan dengan bencana.

Badan Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (United Nations International Strategy
for Disaster Reduction), suatu lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga telah
menetapkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat pertama paling rawan bencana alam di dunia
(Alamendah, 2011). Penetapan ini menjadi penting untuk ditindaklanjuti sebagai upaya menekan korban
dan kerugian. Untuk itu upaya mitigasi dan adaptasi menjadi perlu dan penting. Sudah saatnya Indonesia
belajar dari negara-negara lain yang juga dikategorikan rawan bencana.

Jepang merupakan contoh baik untuk negara yang mampu melakukan tanggap darurat
penanggulangan bencana untuk kawasan Asia. Kemampuan ini ditunjukkan dengan terbentuknya
Kementerian Penanganan Bencana [Disaster Management Ministry). Tugas kementerian tersebut adalah
menggerakan seluruh sumber-sumber yang dimiliki negara guna mengatasi bencana gempa. Dengan
keberadaan institusi tersebut, Jepang telah mampu mengidentifikasi sejarah gempa berdasarkan
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kekuatan dan kemunculannya. Tersedianya data tersebut memudahkan gempa dapat diprediksi waktu
kejadian dan kekuatannya. Catatan sejarah gempa ternyata dapat digunakan untuk membuat siklus
gempa.

Tindakan dan langkah strategis tersebut bukti keseriusan Pemerintah Jepang. Meskipun kondisi
masyarakat Jepang secara umum sadar ancaman gempa dan tsunami setiap saat, hamun Pemerintah
Jepang terus meningkatkan kemampuan tanggap darurat manakala terjadi gempa (Kompas, 9 April
2012). Sedangkan kondisi yang berbeda terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah gempa, sejak
tahun 1815 hingga 2011, di Indonesia terdapat 329 ribu jiwa yang meninggal akibat bencana yang
bersumber dari 11 ribuan kejadian bencana. Tingginya korban bencana disebabkan karena belum
adanya mitigasi dan adaptasi bencana. Korban dan kerugian terjadi karena rendahnya kesadaran
masyarakat dan Pemerintah untuk siaga bencana. Walaupun di beberapa wilayah masyarakat memiliki
catatan kejadian bencana namun belum menjadi informasi penting yang perlu ditindaklanjuti sebagai
bagian dari mitigasi bencana. Catatan bencana belum dihimpun dan dianalisis untuk diketahui pola
siklus yang terbentuk sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Jepang.

Dalam rangka mitigasi tersebut maka kehadiran UU PB bisa menumbuhkan kesadaran baru
pendekatan mitigasi dan siaga bencana yang lebih baik lagi. Mengingat berdasarkan Pasal 47,
Pemerintah dapat melakukan upaya mitigasi bencana dengan cara; 1). Pencegahan [prevention),
penjinakan (mitigation), dan kesiapsiagaan (preparedness); 2). Selama bencana: tahap awal, tahap
darurat [response), konsolidasi (consolidation) dan tahap akhir, rehabilitasi (rehabilitation); dan 3).
Sesudah bencana: rekonstruksi, dan pembangunan (development) (Nova, 2012). Atas ketiga fase tersebut
maka upaya konkret dari para pihak menjadi sangat penting. Terutama mitigasi bencana sebagai upaya
mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang (Ibid. hal 1). Dengan demikian payung hukum mitigasi
dan adaptasi bencana telah tersedia.

Melalui payung hukum tersebut siaga bencana, pemerintah dan masyarakat, menjadi sebuah
keharusan. Hal ini mengingat bencana, merupakan fenomena yang terjadi akibat komponen-komponen
pemicu (trigger), ancaman (hazard), dan kerentanan (vulnerability) bekerja bersama secara sistematis
(Fery Suferilla, 2010). Sehingga peristiwa bencana kerapkali tidak memberikan atau menandakan
adanya sinyal awal yang jelas. Tidak adanya sinyal tersebut mengakibatkan posisi masyarakat sebagai
kelompok rentan musibah yang akan mengalami kerugian dan penderitaan. Akan ada kerugian materiil
dan non materiil yang ditanggung oleh masyarakat.

Bencana pada hakekatnya akan mereduksi kapasitas dalam menguasai maupun mengakses aset
penghidupan (livelihood assets) (Ibid. hal. 2). Pada sisi lain fakta menunjukkan bahwa minimnya
pengetahuan untuk memulai gerakan siaga bencana yang lebih terlembaga dalam masyarakat adalah
penyebab utama tingginya korban (Hidayati Denny, dkk, 2006) sekalipun peristiwa bencana merupakan
fenomena yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Tidak adanya pengetahuan yang tercatat baik
dalam suatu lembaga pada kondisi bencana yang kerap terjadi, mengakibatkan rendahnya mitigasi dan
adaptasi bencana. Untuk itu diperlukan mitigasi yang menurut UU PB pasal 1 ayat 9 didefinisikan
sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Berkurangnya risiko bencana
tersebut merupakan kondisi yang perlu diciptakan melalui serangkaian kegiatan yang bersifat prefentif.

Langkah prefentif tersebut dapat dilakukan dengan tindakan mitigasi yang berawal dari
menciptakan kesadaran manakala terjadi bencana yang mereduksi kapasitas, baik penguasaannya
maupun aksesnya. Langkah prefentif tersebut diharapkan menjadi upaya untuk segera melakukan
perbaikan atas kapasitas dimaksud sesegera mungkin. Dengan demikian penghidupan akan terus
terjaga. Dengan kata lain mitigasi mendorong upaya menekan proses reduksi aset penghidupan, baik
dalam bentuk humane Capital, yakni modal yang dimiliki manusia, seperti rumah tinggal dan financial
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Capital, yaitu sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan
kehidupannya [lbid. hal 3].

Bencana menyebabkan hilangnya aset penghidupan. Proses perbaikan kembali penguasaan dan
akses, menurut Prof. Dr. Heru Nugroho, akan dilakukan oleh baik individu maupun komunitas melalui
mekanisme penyesuaian jangka pendek maupun jangka panjang [lbid. hal. 3). Hal ini terjadi karena
masyarakat belajar dari peristiwa-peristiwva bencana yang dialami selama kehidupannya. Sebagian
individu bahkan telah melakukan perlindungan atas diri dan aset melalui keikutsertaan mereka dalam
program asuransi. Bentuk perlindungan ini diperlukan agar setidaknya dalam jangka pendek setiap
individu dapat tetap menyediakan sandang, pangan dan papan termasuk keamanan.

WJ PB telah mengatur secara khusus mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Dari sisi hak,
bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian akibat bencana yang disebabkan oleh
kegagalan kontruksi [Pasal 26 ayat 3). Menurut Sunarsip [2009] walaupun UU PB tidak secara eksplisit
mengatur keterlibatan asuransi dalam penanggulangan bencana namun ada potensi publik, yaitu
masyarakat atau rumah tangga, memiliki kesempatan melakukan mitigasi berdasarkan kemampuannya.
Masyarakat dapat melindungi asetnya dengan ikut serta dalam program asuransi kerugian. Saat ini telah
berkembang beberapa skema ganti kerugian, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun oleh
lembaga yang secara sengaja mengembangkan bisnis perlindungan yang lebih dikenal dengan asuransi.
Melalui asuransi maka kewajiban untuk melakukan ganti kerugian akibat bencana tidak lagi menjadi
semata-mata beban pemerintah ataupun individu yang bersangkutan. Ganti rugi tersebut dapat
dialihkan kepada perusahaan asuransi manakala setiap warga masyarakat di daerah rawan bencana
menjadi peserta asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut maka kajian ini akan meneliti kemampuan rumah tangga masyarakat
untuk membayar asuransi sebagai wujud dari mitigasi bencana. Asuransi sebagai salah satu bentuk
mitigasi akan menekan terjadinya reduksi kerugian. Oleh karena itu perlu untuk mengidentifikasi
kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam program asuransi bencana, terutama masyarakat yang
berada di wilayah rawan bencana.

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jumlah rumah tangga yang berpotensi
mampu membayar asuransi bencana sebagai upaya mitigasi bencana. Kemampuan rumah tangga
mengikuti program asuransi bencana merupakan bagian dari perlindungan yang menggunakan
instrumen finansial, yaitu asuransi atas aset-aset yang dimilikinya. Penelitian ini diharapkan dapat
menghitung besarnya potensi kemampuan finansial rumah tangga yang diwujudkan dalam bentuk
prosentasi dari pengeluarannya yang dialokasikan untuk membayar asuransi bencana. Atau dengan kata
lain terkait dengan kemampuan membayar [ability to pay) premi asuransi bencana.

Dengan diketahuinya kemampuan finansial rumah tangga maka akan diketahui potensi
kemampuan masyarakat melakukan perlindungan atas humane Capital danfinancial Capital. Dengan kata
lain upaya mitigasi melalui pendekatan asuransi berbasis kemampuan finansial rumah tangga menjadi
lebih nyata implementasinya. Asuransi memberikan proteksi atas orang pribadi dan aset yang memiliki
nilai ekonomi. Sehingga pendekatan asuransi merupakan langkah mitigasi dalam upaya menghadapi
risiko bencana. Mengingat proteksi tersebut ditujukan untuk orang maupun harta benda.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disampaikan tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Mengetahui propinsi yang memiliki potensi besar untuk terlibat dalam program asuransi bencana;

b. Mengetahui proporsi pengeluaran rumah tangga potensial yang dialokasikan untuk belanja asuransi
bencana.

¢. Mengetahui jumlah rumah tangga potensial tiap propinsi yang dapat mengikuti program asuransi
bencana;
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan mengenai
kemampuan masyarakat berperan serta dalam penanggulangan bencana melalui skenario mitigasi
bencana. Dengan mengetahui kemampuan masyarakat tersebut maka distribusi beban pada saat
penanggulangan bencana tidak terkonsentrasi pada pihak pemerintah saja melainkan pada seluruh
komponen yang ada di masyarakat. Mengingat selama ini beban pemerintah pada saat bencana sangat
besar. Pemerintah, khususnya pemerintah pusat harus mengalokasikan dana lebih dari 90 persen dari
total kerugian akibat bencana.

Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih
implementatif atas penanggulangan bencana, khususnya kebijakan yang terkait dengan kewajiban dan
hak warga masyarakat. Diharapkan kebijakan tersebut dapat mendorong perbaikan penanggulangan
bencana.

Il.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan
bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwva yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non
alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harga benda, dan dampak psikologis (pasal 1 ayat 1]. Berdasarkan definisi
tersebut maka manusia perlu memaspadai peristiwa bencana, mengingat akibat yang ditimbulkannya
berdampak secara menyeluruh dan di berbagai bidang kehidupan manusia. Adanya korban mendorong
manusia untuk mempersiapkan diri dan melindungi diri serta lingkungannya agar dapat ditekan
kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian yang timbul tidak saja secara ekonomi namun juga bersifat
sosial yang nilainya sulit untuk ditetapkan. Rusaknya lingkungan hidup, tidak saja mengakibatkan
hilangnya mata pencaharian manusia, namun juga mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, keluarga,
serta kekerabatan yang selama ini dirasakan.

Menurut Undang-Undang tersebut, bencana yang disebabkan oleh alam merupakan peristiwa yang
disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,
dan tanah longsor. Sedangkan bencana non alam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik,
dan wabah penyakit. Disamping itu terdapat bencana yang disebut sebagai bencana sosial, yaitu bencana
yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan termasuk di dalamnya tindakan
teror.

Di beberapa negara yang telah mengembangkan sistem deteksi dini bencana, seperti Jepang,
kejadian bencana telah dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan
kerusakan-kerusakan yang terjadi. Berdasarkan data tersebut, pemerintah melakukan serangkaian
kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana. Dengan tujuan untuk mengurangi risiko bencana, seperti
meninggal, cedera, hilang dan rusaknya harta dan kerugian-kerugian yang bersifat ekonomi. Adanya
risiko bencana yang bisa berpotensi menjadi aktual, manusia terdorong untuk melakukan berbagai
upaya mengurangi risiko tersebut.

Untuk mengurangi risiko bencana, manusia perlu mengetahui dan memahami berbagai faktor
yang mempengaruhi terjadinya risiko tersebut. Faktor utama berasal dari alam atau keadaan
geografi/geologi. Seperti keadaan alam Indonesia yang berada di wilayah lingkar api pasifik yang
mengakibatkan risiko terjadinya peristiwa bencana menjadi sangat besar dibandingkan negara-negara

yang berada di luar wilayah tersebut. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul
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Maarif, menyatakan bahwa 80 persen wilayah Indonesia rawan bencana (sumber: www.tempo.com, 9
Oktober 2012). Konsekwensi dari keadaan alam yang mengakibatkan bencana tersebut, pendorong
pemerintah untuk terus berupaya melakukan berbagai strategi dan kebijakan-kebijakan untuk
meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Beberapa negara dapat dapat menjadi contoh sebagai negara yang mempersiapkan diri dalam
menghadapi bencana, baik pemerintah maupun warga masyarakatnya. Berikut ini negara-negara dengan
kemampuan kesiapansiagaan penanganan bencana dan telah menerapkan skema asuransi bencana yang
relatif cukup baik (Pusat Studi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian, 2009) :

a. Negara Jepang

Jepang merupakan contoh negara Asia yang terbaik dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Sejarah penanggulangan bencana di Jepang menunjukkan perubahan yang signifikan sejak tahun 1960
yang ditandai dengan perubahan bentuk penanganan bencana dari semula response oriented approach
kepada preventive approach, dan dari pendekatan individual approach menjadi comprehensive multi-
sectoral approach (Ibid.114). Guna mendukung implementasi kebijakan baru tersebut, pemerintah
Jepang mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang memberikan dukungan upaya-upaya penanggulangan
bencana. Regulasi pertama dan menjadi tonggak sejarah penanganan bencana yang dikeluarkan
pemerintah Jepang adalah Disaster Countermeasures Basic Actyang dibuat pada tahun 1961 (lbid. 114).
Aturan tersebut memuat elemen-elemen penting, terutama terkait dengan pembentukan organisasi
pengelola bencana atau disebut sebagai Dewan Penanggulangan Bencana [Disaster Management Council)
di berbagai tingkatan pemerintahan. Disamping itu, pemerintah menyusun Rencana Penanggulangan
Bencana [Disaster Management Plan) di tingkat nasional hingga kota.

Kebijakan dan regulasi juga menyentuh aspek finansial, yaitu asuransi bencana. Jepang
mengembangkan sistem asuransi bencana sejak 1964. Terdorong peristiwa gempa bumi Nigata yang
menciptakan kerugian besar sehingga mendorong Menteri Keuangan saat itu merumuskan asuransi
yang tepat guna mengurangi kerugian atas peristiwa yang terjadi tersebut (Sunarsip dkk, 2007).
Asuransi gempa bumi yang dikembangkan di Jepang memiliki beberapa sifat. Pertama, asuransi tersebut
hanya menanggung kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, gunung meletus atau tsunami. Kedua,
harta benda yang memperoleh ganti rugi asuransi adalah tempat tinggal dan barang rumah tangga.
Ketiga, kontrak dibuat dengan menggunakan metode secara incidental dengan coverage asuransi yang
menyeluruh. Keempat, pertanggungan adalah maksimal 30 persen dari total nilai aset yang
diasuransikan. Kelima, premi yang dibayarkan ditentukan oleh lokasi bencana berdasarkan tingkat
frekuensi kejadian.

b. Negara Filipina

Filipina merupakan negara yang juga kerapkali mengalami bahaya bencana yang berasal dari
gunung berapi. Total gunung berapi aktif di Filipina mencapai 22 gunung dengan Gunung Mayon sebagai
gunung paling aktif. Sejarah mencatat bahwa dalam periode waktu 400 tahun, terdapat 50 kali letusan.
Letusan terbesar terjadi pada tahun 1814 yang menewaskan sekitar 1200 jiwa. Disamping dampak
letusan yang mengakibatkan korban jiwa, dampak lain adalah terjadinya pengungsi dalam jumlah besar.
Misalnya pada tahun 2000, Gunung Mayon meletus selama 1 minggu yang mengakibatkan lebih dari 83
ribu penduduk mengungsi. Upaya penyelamatan dilakukan, baik oleh tentara maupun bantuan asing.

Dari sisi finansial, pemerintah Filipina telah membentuk Komisi Asuransi [Insurance Commision).
Dalam perkembangannya, Komisi Asuransi tengah mempelajari kelayakan sistem asuransi syariah untuk
menangani bencana yang terjadi di bagian selatan Filipina, khusus untuk rakyat Filipina yang beragama
Muslim. Melalui sistem asuransi tersebut, wilayah-wilayah bagian selatan Filipina yang rentan bencana,
pemerintah dan rakyat Filipina dapat menekan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut..
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C. Negara Thailand

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, bencana tsunami juga dialami Thailand pada tanggal 26
Desember 2004. Pemerintah Thailand mencatat bahwa telah terjadi kerugian lebih dari 8000 jiwa tewas
dan hilang. Dari sisi ekonomi, terjadi kerugian sekitar 2 miliar dollar AS. Menurut catatan United Nation
Development Programme (Sunarsip. hal. 123), terdapat tiga strategi utama Thailand dalam menghadapi
bencana. Pertama kemampuan tim Search and Rescue (SAR) dalam merespon dan mengidentifikasi
korban. Kedua, respon cepat untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan jatuhnya korban
berikutnya pasca bencana. Ketiga tersedianya perencanaan yang matang dalam upaya rekontruksi dan
rehabilitasi jangka panjang para korban.

Kebijakan yang diambil pemerintah Thailand adalah memberikan kompensasi kepada para korban
bencana. Pada saat tsunami, jumlah kompensasi yang diberikan sebesar US$ 974 bagi keluarga.
Kompensasi tersebut menjangkau lebih dari 285 ribu jiwa yang mengalami kerugian akibat bencana. Hal
tersebut bisa berlangsung karena pemerintah Thailand sejak tahun 1979 telah memiliki regulasi yang
disebut sebagai Civil Defence Act. Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum bagi otoritas
ketahanan sipil untuk melaksanakan operasi perlindungan terhadap masyarakat maupun instansi
pemerintah. Dengan landasan hukum tersebut, pada tahun 2002, dibentuk Departemen Pencegahan dan
Mitigasi Bencana yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.

d. Kanada

Kanada merupakan contoh negara maju yang mengembangkan perlindungan asuransi bencana
untuk warga masyarakatnya. Sebagai negara yang juga menghadapi bencana, khususnya kebakaran
hutan dan topan, Kanada memiliki pengalaman yang panjang dalam mengatasi masalah kebakaran
hutan. Kebakaran hebat pertama terjadi pada tahun 1920-an, yang mengakibatkan luas hutan yang
terbakar mencapai 2,5 juta ha (Ibid. 128). Dengan pengalaman tersebut, saat ini lebih dari 90 persen
kebakaran dapat dikendalikan dengan baik.

Kemampuan tersebut merupakan hasil kerja jangka panjang dengan melibatkan berbagai
pendekatan sebagai bentuk upaya mengatasi risiko dan kerugian akibat kebakaran. Beberapa upaya
yang terus dilakukan adalah pendidikan publik, rencana tanggap darurat, pendekatan bahaya kebayaran,
dan rencana tata guna lahan. Dalam upaya tersebut, pemerintah Kanada membentuk The Canadian
Interagency Forest Fire Centre (CIFFC) yang menjalankan fungsi sebagai pengendali kebakaran.

e. Korea Selatan

Korea Selatan memiliki pengalaman yang baik dalam menangani kasus bencana kebakaran hutan,
mulai dari fasilitas dan peralatan yang lengkap, personil yang terampil, serta institusi resmi yang khusus
mendapatkan mandat dalam menangani masalah kebakaran hutan di Korea Selatan. Untuk peralatan
pendukung, Korea Selatan memiliki 48 helikopter, 1024 mesin pemadam kebakaran, dan 191 kamera
pengawas yang mampu melindungi hutan seluas 6,4 juta hektar. Dengan peralatan yang lengkap
tersebut, Korea Selatan mampu memadamkan kebakaran hutan seluas 400 hektar dalam waktu 24 jam.

Sedangkan terkait institusi yang bertugas menangani bencana kebakaran, terdapat lembaga
khusus "Korea Forest Service" (KFS), suatu lembaga pemerintah setingkat menteri. Dalam
operasionalisasinya, dilaksanakan dari Markas Penerbangan hutan (Forest Aviation Headquarter), yang
memiliki 8 (delapan) pangkalan, 300 personil berkeahlian pemadam kebakaran udara dan lebih dari 80
pilot helikopter. Korea Selatan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memiliki kemampuan dalam
mengatasi bahaya kebakaran hutan seperti yang mereka miliki saat ini.

2.2. Asuransi Bencana
Asuransi merupakan upaya mengurangi risiko dan membagi risiko kepada banyak pihak pada saat
peristiwa bencana terjadi. Bencana merupakan peristiwa yang menimbulkan korban jiwa dan benda.
Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan yang dapat dilakukan sebelum, selama dan paska bencana.
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Tindakan yang dilakukan sebelum bencana merupakan upaya mitigasi yang bertujuan untuk
mengurangi dampak bencana tersebut. Terdapat dua kegiatan mitigasi. Pertama, mitigasi struktural,
yaitu kegiatan mengurangi risiko bencana yang bersifat fisik. Bentuk mitigasi ini adalah kegiatan
pembangunan rumah tahan gempa, pembangunan tanggul penahan banjir dan longsor. Termasuk
penanaman hutan mangrove dan beton penghancur ombak untuk memecah ombak manakala terjadi
tsunami.

Tabel 2.1. Model Penanganan Bencana di Beberapa Negara

Turki - Turki menetapkan model penanganan bencana yang tersentralisasi, yang dikenal
dengan National Disaster Management System

- Pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana antara lain; pemerintah,
militer, palang merah, universitas, dan organisasi non-pemerintah

- Pada tahun 1999, Turki mengubah pendekatan pengelolaan penanggulangan bencana
dengan menetapkan sistem emergency penanggulangan bencana yang modern dan
lebih terdesentralisasi

Kanada - Terdapat dua jenis kerugian akibat bencana yang ditanggung asuransi, yakni
kebakaran dan tornado. Sedangkan jumlah kerugian yang dibayarkan tergantung
pada tipe dari rumah yang dipertangungkan serta lokasinya.

- Untuk bencana berupa kebakaran, Kanada telah membuat suatu special coverage
insurance sebagai tambahan terhadap asuransi standar.

Jerman - Jerman memiliki undang-undang perlindungan terhadap bencana banjir (tahun 2004)
yang didalamnya mengatur tentang larangan untuk mendirikan bangunan serta
melakukan aktivitas ekonomi lainnya di daerah-daerah yang rawan bencana banijir.

- Pengalaman Jerman dalam menaggulangi risiko kerugian akibat bencana yang besar
menunjukkan perlunya bantuan yang cukup dari pemerintah, akibat terbatasnya
kecukupan dana yang dapat disediakan pihak swasta.

Sumber: Sunarsip, dkk - 2007

Kedua, mitigasi non struktural, upaya pengurangan risiko yang bersifat non fisik. Terdapat banyak
kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya migitasi non fisik tersebut. Misalnya dari sisi kebijakan,
yaitu penyusunan kebijakan-kebijakan penanganan dan pengelolaan bencana. Termasuk kegiatan
pelatihan-pelatihan pada saat menghadapi bencana. Contoh lain adalah penyiapan peta rawan bencana,
peta bahaya, dan peta kerentanan. Dalam perkembangannya mitigasi juga dilakukan dalam aspek
finansial. Upaya melibatkan masyarakat melalui instrumen asuransi mulai berkembang hingga saat ini
dan diperkirakan akan terus berlanjut

Andreas Wibowo, dkk (2014) dalam kajiannya yang berjudul "Estimasi Kesediaan Membayar
Premi Asuransi Gempa Mikro: Survei Contingent Valuation, menyatakan bahwa salah satu isu penting
yang perlu diperhatikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah (MBM), adalah
kesediaan untuk membayar premi asuransi mikro untuk gempa bumi. Menurutnya, premi asuransi yang
dibayarkan harus lebih rendah dari willingness to pay untuk menjadikan asuransi menjadi menarik
sehingga MBR dan MBM mentransfer risiko kepada pihak ketiga melalui instrumen asuransi. Dengan
demikian peran aktif untuk memitigasi bencana dapat dilakukan dengan berbagai skenario sesuai
dengan kemampuan masyarakat..

2.3. Risk Transfer

Sebagai negara yang sering dilanda bencana, masyarakat dituntut untuk siap menghadapi
kejadian-kejadian yang tidak terduga tersebut. Masyarakat perlu ditingkatkan kemampuannya sehingga
tangguh dalam menghadapi bencana. Ada 4 unsur yang harus ditingkatkan sebagai upaya mencetak
masyarakat tangguh bencana (Syamsul Maarif, 2012). Yaitu (1). Kemampuan untuk mengantisipasi
dapat dimunculkan dan ditingkatkan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi; (2). Kemampuan
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melawan atau menghindari terkait dengan besarnya ancaman bencana tersebut. Kemampuan ini
berguna untuk menjauhkan masyarakat dari bahaya yang timbul; (3). Kemampuan beradaptasi bencana,
merupakan kemampuan untuk mengurangi, mengalihkan atau menerima risiko bencana yang akan
terjadi. Kemampuan ini akan meningkat melalui pendekatan manajemen risiko, misalnya pembangunan
bangunan tahan gempa, pembangunan shelter vertikal, pembuatan jalur-jalur pengungsian dan lain
sebagainya. Termasuk juga dilakukannya pengalihan risiko dalam bentuk asuransi bencana; (4}.
Kemampuan pulih kembali secara cepat yang ditandai dengan kemampuan melakukan rehabilitasi dan
rekontruksi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan yang ditunjukkan oleh masyarakat sebagai korban.

Kemampuan tersebut perlu mendapat dukungan secara finansial. Instrumen asuransi merupakan
satu strategi transfer of risk. Walaupun sifatnya merupakan program pasca bencana, asuransi bencana
merupakan sumber pendanaan dalam rangka memperbaiki fase pemulihan tersebut. Pada sisi lain,
sumber dana yang berasal dari pemerintah terbatas dan relatif lambat cair. Dengan instrumen asuransi,
ada kecepatan dan kepastian bantuan.

2.4. Ability to Pay (ATP)

Kemampuan membayar mencerminkan daya beli yang dimiliki oleh masyarakat atau rumah
tangga. Kemampuan membayar atau disebut sebagai Ability To Pay (ATP) adalah kemampuan seseorang
untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal (Ki
Hariyadi. 2010). Kemampuan tersebut tercermin dari pendapatan yang dimilikinya. Semakin meningkat
pendapatannya maka rumah tangga memiliki daya beli yang semakin tinggi.

Pada sisi lain, dari definisi tersebut juga mengandung arti adanya harga/tarif yang dibayar untuk
memperoleh jasa pelayanan. Pembayaran atas jasa tersebut dalam kajian ini merupakan pembayaran
premi asuransi yang mencerminkan pada tingkat harga tersebut, rumah tangga mampu (ability) dan
mau (willingness) untuk mengalokasikan pendapatannya atas pengeluaran dimaksud. Jadi kemampuan
membayar rumah tangga akan dipengaruhi oleh:

a. Besar penghasilan;
b. Kebutuhan dana asuransi;
c. Total biaya asuransi; Prosentase penghasilan yang digunakan untuk biaya asuransi.

Mengingat data penghasilan rumah tangga tidak tersedia maka dilakukan pendekatan dengan
menggunakan pengeluaran. Menurut Mukti (2011) sebagaimana dikutip Kihariyadi dalam tulisan yang
berjudul "Beberapa Dasar Kemampuan membayar Masyarakat", dinyatakan bahwa data mengenai
kemampuan membayar masyarakat dapat dilihat dari sisi pengeluaran untuk keperluan yang bersifat
tersier (Kihariyadi, 2008). Menurutnya pengeluaran tersier tersebut seperti pengeluaran rekreasi,
sumbangan kegiatan sosial, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pembayaran premi asuransi.
Dengan kata lain pengeluaran tersier dilakukan setelah pengeluaran-pengeluaran primer, khususnya
untuk biaya hidup.

Hal ini dipertegas oleh Susilowati dkk (2001) yang menyatakan bahwa kemampuan membayar
biaya pelayanan kesehatan dapat diukur dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi
kebutuhan di luar kebutuhan dasar (Ibid. hal. 1). Dengan menggunakan pemahaman tersebut maka
kemampuan membayar premi asuransi, sebagai bukan kebutuhan dasar, dapat diukur dari keseluruhan
pengeluaran rumah tangga untuk pengeluaran bukan makanan.

Berdasarkan uraian tersebut, dan sejalan dengan rekomendasi World Health Organization, ability
to pay masyarakat untuk membayar premi asuransi dirumuskan sebagai berikut:

ATP =5 % x CTP;
ATP =Ability to Pay
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CTP = Capacity to Pay yang tercermin dari pengeluaran non pangan yang dalam struktur data
SUSENAS terletak pada Blok VII nomor 20c dan 20d.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis ATP didasarkan pada alokasi biaya untuk premi dari
pendapatan rutin yang diterimanya. Dengan kata lain ability to pay adalah kemampuan masyarakat
dalam membayar premi yang dilakukannya. Dalam studi ini, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi
ability to pay diantaranya:

a. Besar penghasilan dengan proxy data total pengeluaran;

b. Kebutuhan asuransi;

c. Total premi asuransi;

d. Prosentase pengeluaran yang digunakan untuk biaya asuransi.

Pengeluaran rumah tangga yang terdapat pada data SUSENAS merupakan pengeluaran yang
dilakukan oleh rumah tangga yang bersangkutan. Adapun data yang digunakan untuk menghitung
kemampuan bayar rumah tangga merupakan proxy dari pengeluaran rumah tangga untuk bukan
makanan yang termuat dalam Blok VII.B. nomor 20.c dan 20.d. Pada bagian tersebut, terdapat informasi
mengenai pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk asuransi kesehatan dan asuransi lainnya.

Dari data tersebut, dapat diketahui besarnya porsi belanja untuk asuransi terhadap total
pengeluaran setiap rumah tangga. Pada penelitian ini pengeluaran rumah tangga merupakan proxy
penghasilan rumah tangga. Sehingga porsi belanja asuransi terhadap total pengeluaran rumah tangga
merupakan proxy dari besarnya belanja asuransi tersebut terhadap pendapatan rumah tangga. Artinya
porsi belanja asuransi yang berasal dari porsi pengeluaran rumah tangga juga dapat artikan sebagai
prosentasi tertentu dari penghasilan rumah tangga tersebut. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa
pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat mengukur tingkat pendapatan masyarakat.

Dengan demikian maka diketahuinya porsi belanja asuransi dalam pola pengeluaran akan
diketahui pola belanja asuransi atas pendapatan tersebut. Sedangkan kemampuan membayar diartikan
sebagai prosentasi dari pendapatan yang dialokasi untuk membayar tagihan premi asuransi tersebut.
Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar prosentase pendapatan yang dapat dialokasikan untuk
membayar premi.

Dari data SUSENAS, penulis membagi kelompok pendapatan berdasarkan 10 kelompok.
Sedangkan kemampuan membayar premi terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu premi kurang dari Rp500
ribu, antara Rp500 ribu dan Rpl juta, antara Rpl juta dan Rp2 juta serta lebih dari Rp2 juta.

Selanjutnya untuk setiap kelompok pendapatan tersebut dapat dihitung jumlah rumah tangga
yang memiliki kemampuan membayar premi yang terdiri atas 4 kelompok tersebut. Masing-masing
kelompok pendapatan akan memiliki jumlah rumah tangga yang membayar premi berdasarkan 4
kelompok tersebut.

I1.  METODOLOGI

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap 33 propinsi di Indonesia dengan tidak membedakan wilayah
rentan bencana ataupun tidak. Penelitian dilakukan dengan mempelajari data-data yang tersedia di
beberapa lembaga, terutama Badan Pusat Statistik [BPS), khususnya BPS di Jakarta yang menyediakan
data Survei Sosial Ekonomi Nasional [SUSENAS).

Adapun penelitian ini menggunakan pengamatan tahun 2010. Jadi penelitian ini mengamati
perilaku dari sisi pengeluaran rumahtangga berdasarkan data SUSENAS 2010. Mengingat keterbatasan
ketersediaan data dan dana pada penelitian ini maka fokus kajian pada data SUSENAS 2010.
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3.2. Sampling dan Analisis Sampel

Penelitian ini menggunakan data rumah tangga yang menjadi sampling yang dilakukan oleh BPS
terhadap sekitar 293.715 ribu rumah tangga. Modul SUSENAS yang digunakan merupakan modul
pengeluaran rumah tangga. Adapun kabupaten/kota yang menjadi wilayah sampel mencapai 497
kabupaten/kota.

Analisis sample dilakukan dengan menggunakan pengolahan data SAS dan SPSS yang bekerja
secara simultan untuk mengolah data dan menyajikan data SUSENAS.

3.3. Data
Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data SUSENAS tahun 2010 yang

diperoleh dari publikasi BPS. Data SUSENAS tersebut merupakan data yang mencakup 293 ribu lebih
rumah tangga yang berasal dari seluruh Indonesia. Data rumah tangga yang akan digunakan dalam
formulasi perhitungan.

Tabel 3.1. Struktur Data Susenas

Pengeluaran untuk Barang-barang Bukan Makanan Selama Sebulan dan 12 Bulan Terakhir

(Lanjutan)
Nilai dalam Rupiah
Ul\tl’(l).;t Rincian Sebular} 12 Bulap
Terakhir Terakhir
1 2 3 4
1
334 Asuransi kesehatan-
335 Asuransi jiwa lainnya dan asuransi kerugian (asuransi

kematian, kecelakaan, mobil, rumah, dsb)
Sumber: BPS, Susenas 2010

IV.  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan data Susenas, penelitian ini mencakup data seluruh rumah tangga yang
disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data Susenas tersebut dikelompokan berdasarkan lapisan
pengeluaran. Penelitian ini membagi lapisan pengeluaran menjadi 10 lapisan, yaitu dari lapisan dengan
pengeluaran terendah dan lapisan dengan pengeluaran tertinggi. Adapun pembagian berdasarkan
lapisan tersebut dihitung dari rata-rata dari lapisan terendah dan lapisan tertinggi yang dibagi menjadi
10 lapisan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa lapisan masyarakat ke 4 mendominasi pengeluaran rumah
tangga sebanyak 6.177.339 rumah tangga dari total populasi 61.769.433 rumah tangga. Namun
demikian secara keseluruhan, variasi kelompok rumah tangga berdasarkan lapisan pengeluaran relatif
tidak memiliki perbedaan yang besar. Artinya jumlah rumah tangga di setiap lapisan pengeluaran relatif
tidak memiliki perbedaan secara menyolok. Hal ini bisa terjadi karena penggelompokan pada tiap
lapisan bersifat rata-rata berdasarkan nilai terendah dan tertinggi.

Dari data Susenas, dalam 33 propinsi di Indonesia, diketahui bahwa jumlah peserta untuk asuransi
Askes 2.583.691,- keluarga. Propinsi terbesar yang memiliki kartu Askes adalah Jawa Barat dan Jawa
Timur. Dari data asuransi Askes tersebut, penulis melakukan perhitungan potensi berdasarkan
perhitungan sebagaimana dijelaskan pada bagian metode kajian ini. Pada awalnya dilakukan
perhitungan dengan pendekatan bahwa porsi pengeluaran asuransi terhadap total pengeluaran adalah
sebesar 5 persen. Sehingga apabila sebuah keluarga melakukan pembayaran asuransi Askes sebesar x
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persen dari total pengeluarannya maka pengeluaran untuk asuransi lainnya, dalam hal ini asuransi
bencana, adalah sebesar 5 persen dikurangi porsi asuransi Askes dalam pengeluaran total.

Berdasarkan formulasi tersebut, hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata pengeluaran
asuransi Askes sebesar 2,2 persen secara nasional (Lampiran 1). Sehingga porsi pengeluaran potensial
yang dapat dialokasikan untuk belanja asuransi bencana sebesar 2,8 persen. Dari perhitungan formulasi
tersebut menunjukkan bahwa ada potensi belanja asuransi bencana yang relatif besar. Dengan kata lain,
ada peluang cukup besar untuk menerapkan skema asuransi bencana bagi keluarga-keluarga di
Indonesia. Bahkan secara rata-rata, potensi tersebut lebih tinggi dari rata-rata keikutsertaan
rumahtangga dalam asuransi Askes.

Sedangkan dari sisi Indeks Kerentanan Sosial Ekonomi (IKSR), diketahui bahwa IKSR tersebar
relatif merata di seluruh Indonesia, (lampiran 1]. Terdapat 17 propinsi dengan IKSR yang tinggi dan 16
propinsi dengan IKSR sedang dan rendah. Dengan memperhatikan data tersebut, dapat nyatakan bahwa
Indonesia memang merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Artinya rentan
terhadap persoalan-persoalan sosial ekonomi dengan berbagai sumber penyebabnya. Kecuali di
wilayah-wilayah Kalimantan yang pada umumnya memiliki kerentanan rendah dan sedang.

Berdasarkan data potensi peserta asuransi bencana dan IKSR tersebut, penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat 10 propinsi dengan potensi besar untuk berpartisipasi dalam program
asuransi bencana sekaligus merupakan propinsi dengan IKSR tinggi (Tabel 4.1). Untuk sepuluh propinsi
tersebut, ada peluang yang lebih besar untuk mengikuti program asuransi bencana karena masih ada
potensi yang lebih besar dari belanja rumahtangga mereka untuk dibelanjakan bagi pengeluaran
asuransi. Dengan kata lain, pada propinsi-propinsi dengan IKSR tinggi tersebut, peluang/potensi
pengeluaran rumah tangga untuk asuransi bencana relatif tinggi.

Namun demikian, jika melihat dari sisi porsi pengeluaran untuk asuransi Askes yang relatif rendah
pada 10 propinsi tersebut; dapat diartikan bahwa kesadaran untuk mengikuti program asuransi relatif
belum tinggi. Sehingga mungkin saja kesadaran untuk mengikuti program asuransi lainnya, terutama
asuransi bencana, relatif rendah pula. Walaupun wilayah-wilayah yang mereka tempati merupakan
daerah dengan tingkat IKSW yang tinggi.

Tabel 4.1. Propinsi Potensial Peserta Asuransi Bencana (IKSE)

Proporsi Proporsi
Pengeluaran Potznsi Indeks
- asuransi Kerentanan
No Nama Propinsi Pengeluaran .
kesehatan Utk Asuransi Sosial
Terhadap Bencana Ekonomi
Total Belanja
1 Maluku 0.72% 4.28% Tinggi
2 Sulawesi Barat 1.21% 3.79% Tinggi
3 Bengkulu 1.38% 3.62% Tinggi
4  Gorontalo 1.55% 3.45% Tinggi
5 Jawa Tengah 1.63%' 3.37% Tinggi
6 Sulawesi Tenggara 1.66% 3.34% tinggi
7 Nusa Tenggara Barat 1.67% 3.33% Tinggi
8 Nanggroe Aceh Darussalam 1.80% 3.20% Tinggi
9 Kalimantan Barat 1.97% 3.03% Tinggi
10 Jawa Timur 2.12% 2.88% Tinggi

Sumber : Hasil olah Susenas 2010
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Pada sisi lain, terdapat 7 propinsi dengan IKSE yang tinggi namun proporsi potensi pengeluaran
untuk asuransi bencana yang relatif rendah. Propinsi tersebut memiliki proporsi pengeluaran asuransi
Askes yang relatiftinggi, namun potensi untuk belanja asuransi bencana relatif rendah.

Sebagai gambaran untuk menjelaskan fenomena tersebut dapat diambil contoh, misalnya propinsi
Sumatera Barat (Tabel 4.1}. Dari data Susenas diketahui bahwa masyarakat rumah tangga di Sumatera
Barat, mengalokasikan belanja asuransi kesehatan sebesar 2,19 persen sehingga potensi untuk belanja
rumah tangga yang mereka miliki untuk dialokasikan bagi keperluan pengeluaran asuransi bencana
sebesar 2,81 persen. Sumatera Barat sebagai daerah yang rawan bencana dan memiliki IKSE yang tinggi,
kesadaran publik untuk menjadi peserta asuransi relatif rendah. Rendahnya porsi pengeluaran untuk
asuransi kesehatan dapat diduga mencerminkan rendahnya kesadaran untuk mengikuti program
asuransi.

Tabel 4.2. Provinsi dengan Proporsi Tinggi untuk Ikut Serta dalam Program Peserta Asuransi

Bencana
Proporsi .
PengeFI)uaran Propor§|
o asuransi Potensi Indeks
No Nama Propinsi kesehatan Pengeluaran_ Kgrentanan _
Terhadap Total Utk Asuransi Sosial Ekonomi
Belanja Bencana
1  Sumatera Barat 2.19% 2.81% Tinggi
2 Maluku Utara 2.23% 2.77% Tinggi
3  Banten 2.57% 2.43% Tinggi
4 Jawa Barat 2.58% 2.42% Tinggi
5 Nusa Tenggara Timur 2.60% 2.40% Tinggi
6 Lampung 3.07% 1.93% Tinggi
7  Bangka Belitung 3.07% 1.93% Tinggi

Sumber: Hasil olahan

Dengan menggunakan Gambar 4.1 sebagai ilustrasi, potensi rumah tangga membelanjakan
pendapatannya untuk membayar premi asuransi bencana, relatif cukup besar. Dengan demikian dapat
dinyatakan bahwa ada potensi sebagian dari pengeluaran masyarakat dapat digunakan untuk belanja
asuransi bencana.

4.5%
4.0%

9
3.5% m Proporsi
Pengeluaran
30% asuransi
kesehatan
25% Terhagap Total
Belanja
20%
* Proporsi Potensi :
1.5% Pengeluaran Utk
Asuransi

Bencana
10%

0.5%

0.0%

Sumber : Susenas, diolah - 2013

Gambar 4.1. Proporsi Pengeluaran Asuransi Kesehatan dan Potensi Asuransi Bencana.
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Sebagaimana Gambar 4.2, pengeluaran potensial untuk asuransi bencana menunjukkan proporsi
yang lebih tinggi. Hanya ada 3 propinsi dengan rumah tangga dengan pengeluaran potensial untuk
belanja asuransi kurang dari 4 persen. Hal ini menandakan bahwa peluang untuk melibatkan peran
masyarakat relatif cukup tinggi. Mengingat ada cukup alokasi belanja rumah tangga yang dapat
diarahkan untuk kepentingan pembayaran asuransi bencana. Dengan skenario prosentase total belanja
asuransi maksimal sebesar 5 persen per rumah tangga, maka rumah tangga pada tiap-tiap propinsi,
memiliki kemampuan bayar yang cukup tinggi.

Dari Gambar 4.2, propinsi dengan rumah tangga yang memiliki kemampuan bayar asuransi
bencana potensial terendah dengan proporsi pengeluaran 4,56 persen. Propinsi tersebut adalah Propinsi
Riau kemudian diikuti oleh Propinsi DKI Jakarta dengan porsi belanja asuransi bencana potensial
sebesar 4,60 persen. Dari Gambar 4.2, terlihat bahwa konsentrasi kemampuan potensial berada di atas
4,90 persen. Tertinggi dimiliki oleh Propinsi Gorontalo dengan porsi belanja asuransi bencana sebesar
4,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jika skenario peran rumah tangga dilibatkan dalam mitigasi
bencana, ada potensi yang cukup besar dari masing-masing rumah tangga untuk berperan serta
mengatasi tekanan yang timbul dari bencana tersebut. Dengan kata lain rumah tangga memiliki
kemampuan potensial untuk mengatasi kerugian-kerugian akibat bencana apabila menggunakan
skenario asuransi bencana.

Sedangkan dari sisi peserta asuransi, terdapat beberapa propinsi dengan potensi kepesertaan
yang relatif besar. Propinsi dengan jumlah peserta asuransi yang cukup besar ternyata terkonsentrasi
pada propinsi di Pulau Jawa. Hanya Propinsi DI Jogyakarta denan tingkat peserta yang relatif rendah.
Jawa Tengah sebagai propinsi dengan jumlah peserta asuransi terbesar (Gambar 4.3) ternyata juga
memiliki potensi terbesar untuk pengeluaran potensial asuransi bencana. Dengan kata lain hal ini
menegaskan bahwa daya beli yang lebih baik yang tercermin dari porsi yang lebih besar dari
pengeluaran untuk asuransi sebanding dengan jumlah peserta yang terdaftar dalam asuransi tersebut.

1 Proporsi Belanja Asuransi Bencana Potensial

Sumber : Susenas, diolah - 2013
Gambar 4.2. Profil Belanja Asuransi Bencana Provinsi.
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Gambar 4.3. Jumlah Peserta Potensial Asuransi Bencana per Provinsi.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata pengeluaran potensial untuk asuransi bencana
sebesar 2,8 persen. Artinya besarnya belanja potensial rumah tangga yang dialokasikan untuk
pengeluaran asuransi adalah sebesar 2,8 persen dari total belanja asuransi atau dengan kata lain, dari
total belanja rumah tangga, 97,2 persen pengeluaran sebagian besar digunakan untuk keperluan di luar
pembayaran asuransi bencana. Hal ini menandakan bahwa porsi pengeluaran untuk asuransi bencana
relatif kecil. Walaupun porsi potensial tersebut lebih besar dibandingkan porsi belanja asuransi
kesehatan namun hal ini menunjukkan bahwa kesadaran berasuransi relatif masih rendah. Namun
demikian ada peluang menciptakan dan mendorong peran dari rumah tangga untuk berpartisipasi aktif
melakukan migitasi bencana melalui asuransi bencana.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa propinsi dengan IKSR tinggi juga merupakan propinsi yang
memiliki potensi yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam program asuransi bencana mengingat
rumah tangga yang terdapat pada propinsi tersebut, memiliki potensi besar untuk ikut serta dalam
program asuransi bencana.

Propinsi yang memiliki potensi belanja premi asuransi rumah tangga besar sebagai peserta
asuransi bencana sebagian besar terdapat di Pulau Jawa. Hal ini mencerminkan bahwa rumah tangga di
Pulau Jawa, memiliki potensi lebih besar untuk pengeluaran asuransi bencana dan sfkaligus
menunjukkan kesadaran untuk mengikuti asuransi yang lebih tinggi.

5.2. Rekomendasi Kebijakan
Perlu adanya kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan partisipasi rumah tangga potensial
menjadi peserta aktif asuransi bencana sebagai upaya melakukan mitigasi bencana. Mengingat salah
satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan bayar maka pemerintah dapat
campurtangan pada aspek tersebut. Kemampuan bayar masyarakat meningkat jika harga premi asuransi
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relatif murah. Hal ini berarti pemerintah dapat membantu meringankan beban kewajiban bayar peserta
asuransi. Bentuk bantuan dapat diwujudkan sebagai alokasi anggaran sosialisasi program asuransi,
kebijakan potongan premi (subsidi), dan kebijakan mandatory (kewajiban) bagi penduduk rawan
bencana.

Perlu peran pemda yang lebih besar, khususnya pemda level propinsi yang memiliki IKSR tinggi
agar mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendorong warga masyarakatnya ikut dalam
program asuransi bencana. Alokasi anggaran tersebut dapat digunakan membantu warga ikut serta
dalam asuransi bencana. Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada warganya.

Perlu meningkatkan peran dari propinsi-propinsi rawan bencana di luar Jawa melalui instrumen
kebijakan fiskal, baik belanja maupun non belanja untuk lebih memeratakan kemampuan membayar
asuransi bencana di kalangan masyarakat. Pemerintah pusat dapat memberikan subsidi maupun dana
transfer yang dapat digunakan untuk membayar premi asuransi bencana bagi propinsi-propinsi yang
memiliki IKSR tinggi namun rendah dalam kemampuan potensial ikut serta dalam asuransi bencana.
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LAMPIRAN 2

Profil Rata-Rata Pengeluaran Asuransi Kesehatan - Asuransi Bencana Terhadap Total Pengeluaran

Rata-Rata Pengeluaran

No Propinsi . . . .
Asuransi Kesehatan Terhadap ~ Proporsi Belanja Asuransi
Total Pengeluaran Bencana Potensial

1 Nanggroe Aceh Darussalam 0.05% 4.95%
2 Sumatera Utara 0.099% 4.90%
3 Sumatera Barat 0.061% 4.94%
4 Riau 0.115% 4.88%
5 Jambi 0.064% 4.94%
6 Sumatera Selatan 0.076% 4.92%
7 Bengkulu 0.043% 4.96%
8 Lampung 0.055% 4.95%
9 Bangka Belitung 0.145% 4.85%
10 Kepulauan Riau 0.438% 4.56%
1 DKl Jakarta 0.400% 4.60%
12 Jawa Barat 0.100% 4.90%
13 Jawa Tengah 0.054% 4.95%
14 Dl Yogyakarta 0.104% 4.90%
15 Jawa Timur 0.043% 4.96%
16 Banten 0.180% 4.82%
17 Bali 0.352% 4.65%
18 Nusa Tenggara Barat 0.065% 4.93%
19 Nusa Tenggara Timur 0.092% 4.91%
20 Kalimantan Barat 0.062% 4.94%
21 Kalimantan Tengah 0.102% 4.90%
22 Kalimantan Selatan 0.060% 4.94%
23 Kalimantan Timur 0.214% 4.79%
24 Sulawesi Utara 0.077% 4.92%
25 Sulawesi Tengah 0.078% 4.92%
26 Sulawesi Selatan 0.121% 4.88%
27 Sulawesi Tenggara 0.172% 4.83%
28 Gorontalo 0.022% 4.98%
29 Sulawesi Barat 0.044% 4.96%
30 Maluku 0.046% 4.95%
31 Maluku Utara 0.041% 4.96%
32 Irian Jaya Barat 0.092% 4.91%
33 Papua 0.047% 4.95%
Rata-Rata 0.113% 4.89%

Sumber : Hasil olahan Susenas2010
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LAMPIRAN 3
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Perhitungan Besarnya Pengeluaran Potensial Untuk Asuransi Bencana

Propinsi

Maluku

Sulawesi Barat
Bengkulu

Irian Jaya Barat
Gorontalo

Jawa Tengah
Sulawesi Tenggara
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Kalimantan Selatan
Nanggroe Aceh Darussalam
Riau

Kalimantan Barat
Sulawesi Selatan
Kalimantan Tengah
Sumatera Selatan
Jawa Timur
Sumatera Barat
Maluku Utara

DI Yogyakarta
Jambi

Papua

Banten

Jawa Barat

Nusa Tenggara Timur
Kepulauan Riau
Kalimantan Timur
Lampung

Bangka Belitung
Sumatera Utara
DKI Jakarta

Bali

Rata-Rata

Sumber : Hasil olahan Susenas 2010

Prosentase Pengeluaran
asuransi kesehatan
Terhadap Total Belanja
0,7%
1,2%
1,4%
1,5%
1,5%
1,6%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,8%
1,8%
2,0%
2,0%
2,0%
2,1%
2,1%
2,1%
2,2%
2,2%
2,3%
2,3%
2,5%
2,6%
2,6%
2,6%
2,7%
2,8%
3,1%
3,1%
3.2%
3,3%
3,5%
2,2%
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Prosentase Pengeluaran
Potensial Untuk Asuransi
Bencana
4,3%
3.8%
3,6%
3,5%
3,5%
3,4%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,2%
3,2%
3,0%
3,0%
3,0%
2,9%
2,9%
2,9%
2,8%
2,8%
2,7%
2, 7%
2,5%
2,4%
2,4%
2,4%
2,3%
2,2%
1,9%
1,9%
1,8%
1,7%
1,5%
2,8%

Total
Pengeluaran
Asuransi
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
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